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ABSTRAK :

Untuk melaksanakan dan mewujudkan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas
Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyumas 2011- 2031
perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan
Purwokerto.

Dasar Hukum Peraturan Daerah ini : Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1960, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002,
Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, Undang-
Undang Nomor 24 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008, Undang-Undang
Nomor 22 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014,
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019, Peraturan
Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999, Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002, Peraturan
Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006, Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006, Peraturan
Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010, Peraturan
Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013, . Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 142
Tahun 2015, Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016, Peraturan Pemerintah Nomor 13
Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018, Peraturan Daerah Provinsi Jawa
Tengah Nomor 11 Tahun 2004, . Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010,
Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2011.

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum Rencana Detail Tata Ruang
Kawasan Perkotaan Purwokerto, Tujuan Penataan BWP, Rencana struktur ruang yang memuat
Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan, Rencana Jaringan Transportasi, dan Rencana
Jaringan Prasarana, Rencana Pola Ruang terdiri atas Zona Lindung dan Zona Budidaya,
Ketentuan Pengembangan Pemanfaatan Ruang, Peraturan Zonasi Daerah, Hak dan Kewajiban
Masyarakat, Ketentuan Sanksi, dan Ketentuan Peralihan Pemanfaatan Ruang.

CATATAN :

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal, 6 Desember 2019.



